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A. Sejarah Bank Inodenesia

Bank Indonesia (BI)  berasal  dari De Javasche Bank N.V yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda, yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827. Selanjutnya De Javasche Bank N.V dinasionalisir oleh pemerintah RI tanggal 6 Desember 1951 dengan UU No. 24 tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah RI. 

Lebih lamjut berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank – bank lainnya dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI Unit I, BNI Unit II, BNI Unit III, BNI Unit IV dan BNI Unit V. Bank Negara Indonesia Unit I kemudian berfungsi sebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan UU No. 13 tahun 1968. status  Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi dalam UU RI No. 23 tahun 1999. 

Bank sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia serta perwakilan – perwakilan di luar negeri. Tugas Bank Indonesia adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta  memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat secara efektif agar penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. 

Peranan lain Bank Indonesia adalah menyalurkan uang terutama uang kartal dimana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Disamping  itu hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia Internasional juga ditangani oleh Bank Inonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.

B. Tujuan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia  tertuang dalam UU RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadi inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah: 

1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang adan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan lanju inflasi:

2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. Tugas –tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia secara garis besar mermiliki  tiga tugas Bank. Berikut ini akan di uraikan garis-garis besar dari masing-masing tugas Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

3) serta mengatur dan mengawasi bank.

1) Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Guna dapat mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 UU‐BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

· operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

· penetapan tingkat diskonto;

· penetapan cadangan wajib minimum;

· pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal.

2) Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort
Dalam  upaya meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, BI  mempunyai fungsi lender of the last resort, yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, atau resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektifitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama‐lamanya 90 hari. Disamping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan

3) Kebijakan Nilai Tukar
Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa :

· dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;

· dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;

· dalam nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.

4) Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa
Pada Pasal 13 UU‐BI dirumuskan bahwa BI mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valutas asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat‐surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman.

Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, BI selalu mempertimbangkan 3 azas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas (liquidity), keamanan (security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (profitability)
5) Penyelenggaraan Survei
Guna dapat melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memperoleh data/informasi tersebut, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu‐waktu yang dapat bersifat makro atau mikro. Pelaksanaan survei tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan penugasan BI. 
Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan. BI atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan survei tersebut wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam undang undang.

6) Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar BI dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehatihatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.
7) Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi
BI memiliki kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank baik dalam rupiah maupun valuta asing serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dilakukan oleh BI atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
8) Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
Sesuai dengan amanat UUD 1945, BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka BI harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai. 
Uang yang dikeluarkan oleh BI dibebaskan dari bea meterai. BI dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Konsekuensi dari ketentuan ini maka BI harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :

· melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;

· melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan;

· menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

9) Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas BI sesuai Pasal 8 UU‐BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha  tertentu bank, melaksan akan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Selain itu, BI berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, BI dapat :

· memberikan dan mencabut izin usaha bank 
· memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank
· memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank

· memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan usaha tertentu. 
Pengawasan yang dilakukan oleh BI meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. BI berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.  Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa:

· keterangan dan data yang diminta;

· kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;

· hal‐hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain‐lain.

10) Pengalihan Tugas Pengawasan Bank
Dalam UU‐BI ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Tugas yang dialihkan kepada OJK ini pada masa-masa awal tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. OJK akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan‐badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. (tentang OJK akan dibahas pada bab tersendiri)
D. Dewan Gubernur Bank Indonesia  
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia berdasarkan undang-undang dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

Pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan pada suatu forum pengambilan keputusan tertinggi yang disebut Rapat Dewan Gubernur (RDG). RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir
E. Hubungan dengan Pemerintah

BI adalah lembaga yang independen dalam arti tidak dapat di intervensi oleh pemerintah, Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah diatur dalam  UU No. 23 tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

1) Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

Dalam bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, BI memiliki hak dan sebagai berikut;

a) Untuk dan atas nama Pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

b) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia.

c) Bank Indonesia dapat membantu penertiban surat-surat hutang negara yang diterbitkan Pemerintah.

d) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.

e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

f) Dalam hal Pemerintah menertibkan surat – surat hutang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

2) Hubungan dengan Dunia Internasional

Dalam hubungan dengan dunia international baik dalam lingkup bank sentral maupun dalam hubungannya dengan negara maka BI dapat;
· BI dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral negara lain 
· BI dapat melakukan kerja sama dengan Organisasi dan Lembaga Internasional.

· Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan atau lembaga Multilateral adalah negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.
F. Akuntabilitas dan Anggaran

Dalam hal akuntabilitas dan anggaran BI, telah ditetapkan pada pasal 58 sampai pasal 64 dari UU Bank Indpnesia sebagai berikut;

Pasal 58

1) Bank Indonesia wajib menyampaiakan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat:

a) evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;

b) rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

2) (Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan rakyat setiap 3 (tiga) bulan.

4) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 59

1) Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

Pasal 60

1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.

2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

3) Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.

Pasal 61

a) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.

b) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

c) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

Pasal 62

1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

a) 30% (tiga puluh persen) untuk Cadangan Tujuan;

b) sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

2) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian senagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah.

3) Apabila modal menjadi kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapt persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

4) Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 63

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 64

1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.
G. Fungsi Dan Peran Bank Sentral

1) Pengertian Bank Sentral
Dilihat dari istilah atau namanya, bank sentral tidak dapat diartikan sebagai “bank” seperti pada bank umum. Dalam hal ini bank sentral memiliki konsepsi yang berbeda. Bank sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhimya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena, bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah.

2) Perkembangan Bank Sentral
Berdasarkan sejarahnya, bank sentral bukanlah suatu lembaga yang sejak awal didirikan dengan tujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Sampai dengan awal abad ke-20 tidak ada konsepsi yang jelas mengenai central banking. Konsepsi tersebut baru terlihat kemudian setelah mengalami proses panjang dan hal tersebut bukan merupakan suatu proses yang sengaja diarahkan pada terbentuknya konsep central banking, sehingga tidak terdapat teknik yang sistematis dan konsisten ke arah terbentuknya bank sentral.

Di banyak negara yang lebih tua, perkembangan ke arah bank sentral tersebut dimulai dari adanya suatu bank yang secara bertahap, melaksanakan berbagai macam posisi, baik bersifat lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama bank sentral. Beberapa posisi atau wewenang yang dimiliki lembaga tersebut antara lain: hak untuk mengeluarkan uang (partial monopoly), dapat bertindak sebagai banker dan agen pemerintah.. Bank yang memiliki posisi tersebut dikenal sebagai “bank of issue” atau “national bank”. Dalam perkembangan selanjutnya, bank tersebut memperoleh kekuasaan yang lebih luas, sehingga muncul istilah: “central bank”.

3) Neraca Bank Sentral
Kegiatan bank sentral di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter tercermin pada bentuk umum neraca yang disusun. Secara singkat pos-pos atau rekening utama pada neraca bank sentral adalah sebagai berikut :

1. Kekayaan (Assets)

a. Cadangan, yang meliputi :

· Sertifikat Emas

· Special Drawing Rights (SDR)

· Valuta Asing

b. Pinjaman yang diberikan (loans), terutama kepada bank umum.

c. Surat berharga (sebagian besar adalah surat berharga milik pemerintah).

d. Kekayaan lain-lain, dapat berupa tanah, gedung atau peralatan-peralatan,

2. Hutang (Liabilities)

a. Uang kertas

b. Deposito, yang merupakan bagian terbesar adalah deposito bank umum.

c. Surplus diperoleh dari : bunga surat berharga yang ditahan, bunga pinjaman yang diberikan dan dari kegiatan lain.

d. Lain-lain (misalnya: pengeluaran yang belum dibayar).

Dari uraian di atas jelas tampak bahwa pada dasarnya kekayaan bank sentral diperoleh dengan menciptakan hutang terhadap dirinya sendiri. Seperti pada contoh pembelian surat berharga, kekayaan yang berupa surat berharga ini dapat diperoleh dengan menciptakan hutang berupa deposito bank umum.

Dari uraian diatas maka fungsi dan peran Bank Sentral secara umum adalah Bank Sentral adalah bank yang merupakan pusat struktur moneter dan perbankan di negara yang bersangkutan dan yang melaksanakan (sejauh dapat dilaksanakan dan untuk kepentingan ekonomi nasional) fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Memperlancar lalu lintas pembayaran

b) Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah.

c) Bank Sentral sebagai bankir berfungsi :

· memelihara rekening pemerintah

· memberikan pinjaman sementara

· memberikan pinjaman khusus

· melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing (valas)

· menerima pembayaran pajak

· membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah,

· membantu pengedaran surat berharga pemerintah

· mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi

d) Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah berfungsi ;
· mengadministrasi dan mengelola hutang nasional

· memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang

· memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal.

· Memelihara cadangan/cash reserve bank umum

· Memelihara cadangan devisa negara:

· Mengawasi kredit

· Mengawasi bank (bank supervision):

H. L a t i h a n  

1) Jelaskan landasan hukum yang membuat Bank Indonesia menjadi Bank Sentral di Indonesia.?  
2) Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, apakah yang dimaksud dengan hal tersebuut? :
3) Bagaimana cara yang ditempuh BI dalam menetapkan dan melaksanakan lebijakan moneter. Jelaskan ! 

4) Jelaskan apa saja yang menjadi kewenangan-kewenangan BI dalam mencapai tjujan dan tugasnya dan jelaskan pula kewenangan BI manakah yang di alihkan pada OJK? 

5) Salah satu fungsi Bank Sentral adalah bertindak sebagai banker.  Jelaskan apa maksud dari fungsi tersebut ?  :

6) Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan neraca Bank Sentral dan bagai mana strukturnya ? .
I. Resume 
1. Bank Indonesia menjadi Bank Sentral di Indonesia dengan UU No. 13 tahun 1968. status  Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi dalam UU RI No. 23 tahun 1999 

2. Tujuan Bank Indonesia

· Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yaitu : 

· Kestabilan nilai rupiah terhadap barang adan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan lanju inflasi:

· Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

3. Tugas –tugas Bank Indonesia

· menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

· mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

· mengatur dan mengawasi bank.

4. Cara menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter
· operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

· penetapan tingkat diskonto;

· penetapan cadangan wajib minimum;

· pengaturan kredit atau pembiayaan

5. Kewenangan-kewenangan Bank Indonesia 

· Menetapkan kebijakan Nilai Tukar
· Mengelola Cadangan Devisa
· Menyelanggarakan Survei
· Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
·  Mengatur Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi
· Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
· Mengatur dan Mengawasi Bank
6. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank
Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

· Dewan Gubernur Bank Indonesia  

· Terdiri dari seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. 

· Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

· Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 

· Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 

· Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

· Pengambilan keputusan di BI dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG). 

· RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. 

7. Hubungan dengan Pemerintah

· BI tidak dapat di intervensi oleh pemerintah, 

· Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

8. Hubungan dengan Dunia Internasional

· BI dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral negara lain 

· BI dapat melakukan kerja sama dengan Organisasi dan Lembaga Internasional.

· Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan atau lembaga Multilateral adalah negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

9. Akuntabilitas dan Anggaran

· Bank Indonesia wajib menyampaiakan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran Penyampaian informasi kepada Presiden dan DPR dilakuukan secara tertulis.

· BI wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 (tiga) bulan.

· BI wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

· Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI atas permintaan DPR apabila diperlukan.

· Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender 

· Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI disampaikan kepada DPR dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

· Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.

· Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, BI telah menyelesaikan penyusunan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.

· Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan BPK  menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR .

· Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

· Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

· BI hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas BI dengan persetujuan DPR. 

· Dana untuk penyertaan hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.
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